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ng hukum dan keadilan memang tidak ada habisnya. Ibarat
g, hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat
dipisahkan- Dimana ada hukum 'dISltu ada keadilan. Sejatinya, secara teori
maupun praktek, hukum seperti dua hal yapg satu sama yang lain seakan
terpisahkan. Beberapa tahun belak.angan ini negara hukum tidak mampy
menegakkan keadilan dengan maksimal. Warna keadilan di Indonesia masih
abu-abu. Indonesia telah menciptakan lembaga penegak hukum yang mampu
menciptakan keadilan dan kepastian hukum. namun itu semua belum
didapatkan oleh masyarakat. Padahal akses pada keadilan merupakan hal yang
patut bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia.

Bicara tenta
dua sisi mata uan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, sangat tepat, media komunikasi
berupa Jurnal yang diterbitkan oleh oleh Program Studi Pascasarjana Magister
Ilmu Hukum Universitas pamulang merasa bertanggungjawab untuk turut
menjadi  bagian membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi
seputar persoalan hukum dan keadilan yang terjadi di negara ini, sehingga
semua komponen masyarakat dapat dengan cepat menyerap informasi-
informasi,perubahan- perubahan dan perkembangan-perkembangan yang ada,
demi kebaikan penegakan hukum dimasa akan datang. Majalah hukum ini juga
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana implementasi kreatifitas ilmu,
penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang secara integral
merupakan tugas dosen, mahasiswa di dalam melaksanakan Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

Akhirnya,, jurnal ini diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkar.\ ol'eh
seluruh pembaca dimana saja. Tidak kalah pentingnya, sebagai jurnal ilmiah
yang lahir karena dedikasi yang tinggi akan hul
penyempurnaan secara terus-menerus akal
pada edisi berikutnya akan selalu dapat I
dengan rencana, untuk itu kami mens
penulis, para dosen, pimpinan Ui
pihak yang telah membantu sertz

an maka proses

il
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PERLINDUNGAN HUKUM TER
HADAP NAS
D|T|NJPENGGUNA ATM DARI RESIKO KERUGI‘:zAH
AU DARI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN

Oleh : Dian Megasari
Fakultas'Hukum Universitas Pamulang
Email:DianM234@yahoo.co.id

Abstract

Thg exp_tence of banking institutions have a dominant contribution i
mamFammg the sustainability of the economy. business role in as ancing
bank_mg cus‘tomers as consumers of products and services is very lar ;anvf/"nig)
the mcreqsmg number of customers who believe to a bank, the mogre‘ fur;cti
can be 'ralsed from the public. By leveraging advances in t,echnolog banks
are {rymg to provide good facilities in serving customers, one of 3tll"n?m bS
providing ATM. ATM usage in addition to providing convenie,nce for customerg
turns ATM can also cause problems for the wearer, for example in the
transaction withdrawal of funds received by the customer is not in
accordance with the funds debited from his account.

Keywords: protection, customer, banking

Abstrak

Keberadaan lembaga perbankan memiliki kontribusi yang dominan dalam
menjaga keberlanjutan ekonomi. peran bisnis dalam memajukan nasabah
perbankan sebagai konsumen produk dan jasa sangat besar. Dengan
meningkatnya jumlah pelanggan yang percaya kepada bank, semakin dana
dapat dibangkitkan dari publik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,
pank berusaha untuk memberikan fasilitas yang baik dalam melayani
pelanggan, salah satunya dengan menyediakan ATM. Penggunaan ATM selain
memberikan kenyamanan bagi pelanggan ternyata ATM juga dapat
menyebabkan masalah bagi pemakainya, misalnya dalam pe rikan transaksi
dana yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai dengan dana didebet dari

rekeningnya.
Kata kunci: perlindungan, nasabah, perbankan i

A. Latar Belakang Masalah |
Seiring dengan kemajuan teknologi salah satu

dengan diluncurkannya kartu ATM (Automated teller
satu fasilitas yang disediakan oleh bank. =
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d ia sehari-hari dik
onesl - i
diartikan mesin kasir otomatis, dalam bahasa In €nal

- ' matis tan
istilah Anjungan Tunai Mandiri yang berarti alat kasir oto pa Orang,

pekarangan bank yang Sanggup

ditempatkan didalam atau diluar _ _
transaksi- transaksi perbankan

- n
mengeluarkan uang tunai dan menanga

: r antar r '
secara rutin, seperti penyetoran, penarikan uans, transfe ekening,

artu kredit.’
unakan pembayaran rekening telepop

pada tempat-tempat yang telah

pengguna layanan tersebut juga

pelunasan atau pembayaran tagihan k

Selain itu ATM juga dapat dig
selular serta belanja barang dan )asa
ditentukan. Namun kepentingan nasabah

harus tetap diperhatikan khususnya dalam hal perlindungan hukum.

Perlindungan hukum ini sangat diperlukan, karena  walaupun
bank telah memberikan jaminan keamanan berlapis untuk keamanan
bertransaksi secara elektronik ini, namun tetap saja ada nasabah yang
dirugikan karena menggunakan pelayanan ini. Permasalahan yang terjadi pada
mesin ATM yang dapat merugikan nasabah antara lain adalah:

1. Terjadinya pendebetan yang tidak dikehendaki oleh pemilik

rekening.

2. Kerusakan mesin sehingga nasabah tidak bisa mengambil uangnya

3. Terjadinya kesalahan transfer yang dilakukan melalui ATM oleh

nasabah.

4. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, salah satu

contohnya pembobolan ATM. )

Untuk itu sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang

bersangkutan memperoleh perlindu
kepada bank tidak akan hi!
masyarakat, tentu suatu bar

ayaan masyarakat
>rcayaan dari

nkan kegiatan
usahanya dengan baik.? A
Di Indonesia lembaga

fungsi yang
khusus, yang diarahkan seb

"Joni Emirson, 2|
Jakarta: PT Prenhallindo, h
 Hermansyah,
Group, hal 144,
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yaitu sebagai lembaga yang bertujuan gun
e ]

| a  mendukung pelaksanaan
asional dalam rangka meningkatkan pe

dan hasil-hasilnya,

pembangunan n
Mmerataan pemb

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional
peningkatan taraf hidup rakyat banyak.’Be

angunan

kearah
ntuk dan je

nis  sesuaty sangat
banyak dipengaruhi keadaan kondisi lingkungan,

baik dari segi sosial bud

‘ aya
maupun segi alam, dan sejarah perkembangannya.

Demikian pula corak
perbankan di Indonesia, yang mempunyai kekhasan sebagai berikut:*

I. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya
ad

alah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat, dan bertujuan

menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam rangka

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan

pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna -mewujudkan masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-
Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak
memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan.

3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi, dan tanggung jawabnya
kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna
menghadapi tantangan-tantangan yang semakin hesar dan luas dalam
perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Dalam rangka sifat atau kekhasan perbankan Indonesia tersebut dalam
poin 3 diatas, tentunya perbankan harus bergerak cepat dalam semua aspek
kegiatannya, termasuk dalam pelayanan jasa bank, khususnya dalam hal
layanan jasa transfer. Salah satu pelayanan jasa bank adalah layanan transfer
dana. Pemindahan wuang atau pengiriman (Transfer atau Remittence)
maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat

30p. Cit, hal. 86.
‘Ibid, hal. 3-4.
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yang berbeda. Pengiriman uang tersebut dapat berdasarkan kepentingan

sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

B. Identifikasi Masalah
Berdasathan uraian latar belakang masalah di atas,

memilih mana yang perlu diteliti dan yang tidak, maka sangat penting untuk
pengguna ATM dari resiko

maka setelah

mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah
kerugian ditinjau dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
C. Pembahasan

Titik berat kajian terhadap hasil penelitian
u Leori, variabel penelitian,

terdahulu dalam hal ini

ditokuskan pada penggunaaan konsep umum ata
mectodologi  yang digunakan, serta hasil penelitian atau temuan-temuan
penting yang telah berhasil diungkap. Selanjutnya dilakukan kajian kritis atau
hasil penelitian terdahulu tersebut, untuk mempelajari keunggulan dan
keterbatasan dari segi teori maupun metodologinya, serta temuan-temuan

penting yang direkomendasikan untuk penelitian berikutnya.

1. Pengertian bank
Bank berasal dari bahasa Italia yaitu Branca yang berarti suatu banku

atau tempat duduk. Hal ini terjadi, karena pasal saat itu pada abad
pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman
melakukan usahanyg dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.”

Apabila akan membicarakan tentang lembaga keuangan bank, ada dua
istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu perbank an dan bank.
Menurut Pasal 1, angka (1)_ Undang-Un m
Undang Nomor 10Tahun 1998 Tenta
adalah segala sesuatu yang I,_
kelembagaan, kegiatan_usaha, m
kegiatan usahanya. Pada angka i

SAbdurrachman A.1991.Ensikloj
80. X
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yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.

Melihat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perbankan
bermakna lebih luas, dibanding pengertian bank. Sedangkan pengertian
tentang bank yang lain yaitu ; Bank adalah suatu industri yang bergerak di
bidang kepercayaan, yang dalam hal ini sebagai media perantara (Financial
Intermediary) antara debitur dengan kreditur.®

Sedangkan menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang
dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang

menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan

kepada pihak ketiga.’

2. Dasar-Dasar Hukum pPerbankan Indonesia

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan

sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa

keuangan  yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman,

mengedarkan mata uansg,
bertindak sebagai tempat penyimpan
membiayai usaha-usaha perusahaan.B

Hukum perbankan Indonesia merqpaka
ndonesia. Ht

mengadakan pengawasan terhadap mata uang,
untuk benda-benda berharga,

n hukum yang mengatur masalah-

perbankan yang berlaku di |
sekumpulan peraturan yansg mengatur kegiatan
yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi eser _
hubungannya dengan bidang kehidupan yang tain. °

Adapun Yans merupakan ruang lin
¥ 'S

rbankan adalah sebagai berikut 1%

masalah

pe

6 Ruddy Tri 5antoso, Me
7eockema, Andrea, Kam

8 abdurrachman A, Op.
9ppuhamad Djumhana, op.Cit.h

9pid.
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norma ofisiensi, keefektifan,

laku perbankan,
k dan kewajiban bank.

a) Asas-asas perbankan, seperti

kesehatan bank, profesionalisme pe
n, ha

b) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan
karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum
pengelola, seperti PT Persero, Perusa
perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, :
pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.

i n untuk
c) Kaidah-kaidah perbankan yans kh diperuntukka

mengatur  perlindungan kepentingan umum  dari tindakan
ersaingan yang tidak sehat,

maksud dan

tujuan lembaga perbankan, hubunga

haan Daerah, koperasi atau
seperti milik

usus

perbankan, seperti pencegahan p
perlindungan nasabah, dan lain- lain.

d) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan

dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter,

Bank Sentral, dan lain-lain.
e) Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak

dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi,

insentif, pengawasan, Prudent Banking, dan lain-lain.

3. Pengertian Electronic Funds Transfer System(EFTs)

Dalam dunia perbankan Indonesia, penggunaan teknologi
bukanlah hal yang aneh atau asing lagi, sebaliknya sekarang ini
merupakan suatu keharusan yang dituntut oleh” tingginya mobilitas
masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi yang ada. Dalam
hal transfer dana atau uang, perbankan dilndonesia telah
memamfaatkan teknologi yan: e

Elektronic Funds Transfer S
bagian dari teknologi sist
rangka meningkatkan
tugas dan pelayanan bank |

Menurut  Sura
27/164/Kep/Dir,
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oleh bank, pasal 1 ayat 2 bahwa teknologi sistem informasi adalah
suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan
secara  elektronik dengan menggunakan  sarana komputer,
telekomunikasi dan sarana elektronik lainnya. Sementara menurut
panduan pengamanan penggunaan teknologi sistem informasi oleh
bank yang mecrupakan lampiran dan surat keputusan direksi Bank
Indonesia tersebut, EFTs adalah suatu jenis sistem komunikasi
elektronik yang dikomputerisasikan yang memungkinkan dilakukan
transfer atau pemindahan informasi keuangan dari suatu lokasi pusat
komputer ke lokasi lainnya tanpa menggunakan dokumen-dokumen
kertas.

EFTsadalahsuatusistemyangpadaumumnyaditerapkan di bank,
dimana dengan bantuan peralatan komputer maka telah
memungkinkan seseorang dapat melakukan pemindahan/transfér uang

dari satu bank kepada bank lain secara otomatis tanpa bantuan tenaga

manusia. '’

Pada dasarnya EFTs adalah transfer dana, yaitu pemindahan
uang dari satu lokasi kelokasi yang lain, yang dilakukan dengan suatu
sistem komputerisasi tanpa menggunakan dokumen kertas. Melalui
system komputerisasi tersebut, hanya dengan member perintah atau
petunjuk melalui peralatan elektronik yang telah tersedia, maka

4. ATM Sebagai Salah Satu Jenis EFTs

Kemajuan teknologi informasi telah me

melalui berbagai kemudahan dan fasil v

transaksi bisnis semakin banyak
mengingat efesiensi dan keamanan yang

1'pedi Rusmadi, Kamus Komputer,Band.

LY
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an, termasuk pelayanan

transaksi yang dilakukan oleh nasabah perbank
transfer.
Ada dua macamEFTs, yaitu '

1. Sistem EFTs yang tidak mengaktifkan nasabah
2. SistemEFTs yang diaktifkan oleh nasabah bank

ATM bukanlah cara pembayaran tetapi
nasabah uang tunai dan pelayanan pembayaran. Nas
kartu ke dalam mesin dan memberikan —noOmMor PIN sebagai

dapat memberikan

abah memasukkan

identitasnya. Kartu ATM hanya dapat digunakan di mesin-mesin ATM
dari bank yang mengeluarkan kartu dan bank-bank lain yang telah
mengadakan perjanjian dengan bank tersebut. Perkembangan uang
plastik ini akan terus berlanjut dan harus diantisipasi sejak dini. Hal
ini dikarenakan tingkat keamananya yang tinggi dan tingkat
pengawasan bank yang tinggi, yang dilakukan secara komputerisasi
dengan system online, sehingga pemilik kartu dapat mengetaui berapa
jumlah dana dalam rekeningnya pada saat dilakukan transaksi. '
Automated Teller Machines (ATM) pada dasarnya merupakan
terminal EFTs yang mampu melakukan beberapa jenis pelayanan rutin
perbankan kepada nasabah. Sistem ATM dapat menagani transaksi
transfer, informasi saldo nasabah, penarikan tunai ataupun angsuran
kredit kecil. Sistem ini biasanya dioperasikan selama 24jam sehari dan
berlokasi tidak hanya dilingkungan bank sendiri, tetapi juga dipusat-
pusat perbelanjaan ataupun sarana umum lamnya Slstem ATM dapat

kerjasama beberapa bank dengan
bersama (Shared ATM Network).

Fungsi ATM mula-mula
rekening cek sebagai alternatif ya

fungsi-fungsi kasir dalam m
ATM adalah mesin elekt

"Richard l-looley and Joh
"Ibid, hal. 192. '
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un .
tuk mendapatkan jJasa perbankan. Sebuah ATM biasanya memuat

ti . N
ga tempat untuk masukan(input)informasi kedalam sistem dan tiga
tempat untuk keluaran (output).

Tempat masukan itu adalah: ™

—_—

- Masukan/bacaan kartu (Card Input/Reader)
- Numeric Keyboard

w N

- Function Keyboard

Sedangkan tempat keluaran (Output)adalah :'

1. Penayangan pesan (MessageDisplay Panel)
2. Cash Dispenser untuk mengeluarkan uang
3. Recipt Printer untuk mengeluarkan Balance Statement.

Kartu ATM digunakan nasabah dengan nomor PIN yang
merupakan nomor identitas pribadi dari pemegang/pemlllk kartu ATM.
PIN ini adalah terdiri dari suatu jajaran digit unik yang dapat
mengidentifikasikan penggunaan komputer yang dimaksud guna
memberikan pengamanan terhadap nasabah pemilik kartu ATM
tersebut. Nomor-nomor ini tentunya berbeda untuk masing-masing

pemegang kartu, yang biasaya dapat disusun sendiri oleh pemegang

kartu.

5. Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah dalam Penggunaai

ATM

Hubungan antara bank dengan nasabah

yang saling terkait. Yaitu hukum dan ke

bisa melakukan kegiatan dan meng

masyarakat “percaya” untuk menemp:

produk perbankan yang ada pada

kepercayaan masyarakat tersebﬂta
masyarakat untuk ditempatkan p

allen H Lipis,0p. Cit,hal.20.
1bid.
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memberikan jasa-jasa perbankan.

k dan Nasabah
o hukum antara bank dan W

6. Asas-asas Hubungan Hukum Antara Ban
Adapun asas-asas khusus dari hubunga

nasabah adalah sebagai berikut :"’

a. Hubungan Kepercayaan (Fiduciary Relation)

b. Hubungan Kerahasiaan (Confidential Relation)

¢. Hubungan Kehati-hatian (Prudential Relation)
Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan b

usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan

kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank.

ank untuk melakukan

Dalam hal penggunaan jasa ATM yang peraturannya dilaksanakan
dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat- dalam
kitabUndang-Undang HukumPerdata. Prinsip-prinsip itu antara lain:

1. Prinsip Konsensualitas ( Keéepakatan )

2. Prinsip Openbaarheid (Keterbukaan)

7. Tanggungjawab Para Pihak dalam Hubungan Hukum

Tanggungjawab timbul dari perikatan,baik yang berasal dari undang-
undang maupun dari perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang dibuat
oleh para pihak, timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak
dan kewajiban para pihak ini erat kaitannya dengan masalah tanggung
jawab. Mereka bertanggugjawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari
perjanjian yang telah dibuat. e A

Tanggungjawab adalah men

(mengganti) terhadap apa yahg
kerugian. Dasar pertanggungjawal
rugi atas tindakan yang m

" Rony Sautama
Tabungan dan Deposito, Banc
'"Sutan Remy Sjal
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m.elaksanakan janji yang telah dibuat. Pertanggungjawaban harus
didasarkan atas satu perbuatan, dan itu haruslah perbuatan alpa.
Perbuatan kealpaan dan penyebab kerugian adalah unsurnya'®
Orang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh
perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain, dan beberapa
kejadian dalam mana orang bertanggung jawab terhadap kerugian yang
diakibatkan oleh suatu keadaan. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif,
yaitu orang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas
tertentu. Tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan ini
adalah terlepas dari suatu perbuatan melawan hukum atau kesalahan dari
orang yang dipertanggungjawabkan. *
Jadi suatu tanggung jawab dapat timbul dari:
a. Wanprestasi
Wanprestasi terjadi apabila :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan vyang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.
Akibat wanprestasi:

kreditur dapat membebaskan
kontraprestasi melalui Pasag'#
Exceptio Non Adimpliti
adalah wanpres-tasi,

18RoscoePound,0p. CIt, hal.90-99
0w, Sommenmeijer,  Tungs
arahyangan, 2003, hal.23.

itas P:
gk pgsal 1243 KUHPerdata.
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kerugian yang diderita kreditur.

ebagaimana yang diatur dalam pasal
3

b. Perbuatan melawan hukum,
1365 KUHPerdata:
Akibat dari Overmachtadalah :

1) Debitur tidak perlu membayar
KUHPerdata).”

2) Resiko tidak beralih kepada debitur.

3) Kreditur tidak mempunyai hak unt
prestasi. Artinya bahwa Overmacht ada

ganti rugi  (Pasal 1245

uk menuntut pemenuhan

lah suatu resiko dari suatu

perjanjian. . .
Apabila yang terjadi adalah kelalaian dari pihak kreditur, yaitu

dipenuhinya perjanjian adalah akibat dari kesalahan atau kelalaian

kreditur atau suatu situasi yang berada dalam jangkauan resikonya,

. : 22
maka tanggung jawab yuridis ada pada pihak kreditur.

Akibat dari kelalaian kreditur atau pihak bank adalah: .
1) Beban resiko bergeser kearah kerugian kreditur.
2) Kreditur tetap berkewajiban untuk memberikan kontraprestasi.

Kesimpulannya adalah apabila terjadi wanprestasi yang
dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang wanprestasi itu harus
memenuhi sanksi yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu
mengganti kerugian yang diderita pihak lainnya. Akan tetapi apabila
yang terjadi adalah Overmacht, maka tidak seorangpun yang
diwajibkan untuk mengganti kerugian karena hal tersebut dipandang-
sebagai suatu resiko dalam suatu perjanjian. ’

Pada dasarnya seseorang harus bertanggung jawab atas apa |
yang telah diperbuatnya, termasuk bertanggung jawab untuk J
mengganti  kerugian kepada p— ~

perbuatannya. Namun te
bahwa pada keadaan-ke:
pertanggungjawabannya dari

Ysetiawan,Op.Cit., hal.27.
2yan Der Burght,Op.Cit.,
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lain.

Tanggung jawab merupakan akibat dari adanya kewajiban
yang tidak dilaksanakan dalam suatu perjanjian (wanprestasi), atau
merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Perjanjian
penggunaan ATM tidak lepas pula dari kedua hal tersebut diatas,
karena ternyata dalam pelaksanaan perjanjian ATM dimungkinkan
terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian, baik yang
disebabkan wanprestasi maupun yang disebabkan oleh perbuatan
melawan hukum yang dapat dilakukan oleh bank, pihak ketiga,
maupun oleh nasabah pengguna ATM itu sendiri. Sehubungan dengan
masalah tanggungjawab, masing-masing pihak dalam perjanjian
penggunaan ATM mempunyai kewajiban. Kewajiban nasabah
pengguna ATM dalam perjanjian ATM antara lain adalah:

a. Memenuhi syarat pembukaan rekening ATM;
b. Menyimpan buku tabungan dan Kkartu ATM dengan sebaik-
baiknya;
c. Mengganti nomor PIN segera setelah menerima kartu ATM;
d. Merahasiakan nomor PIN dalam keadaan apapun dan dimanapun
juga; |
e. Apabila kartu hilang atau rusak wajib memberitahukan hal
tersebut secara tertulis kepada bank.
Kewajiban bank dalam perjanjian penggunaan ATM biasanya
tidak dicantumkan dalam perjanjian. Hanya ja bar k mempunyai
prosedur standar untuk operasional ATM t

peraturan intern bank antara lain sebaga
1. Nomor PIN nasabah diberikan
pegawai bank tidak ada yang
5. Penyerahan kartu ATM dil:
harus memperlihatkan _‘ ku t |
tangan nasabah. i ,
3. Ada bagian Card : Lagement i
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mempunyai kewajiban antara lain melaksanakan manajemen

penerbitan  kartu ATM, melaksanakan
yakan kelancaran operasional

pembuatan PIN,

mengkoordinasi dan mengupa
mesin ATM, dan menerima komplain dan permasalahan cabang
terutama tentang teknik operasi ATM.
Mengenai  tanggungjawab, pihak bank memberikan ketentuan
sebagai berikut:
a. Setelah kartu ATM diserahkan kepada nasabah,
penggunaannya menjadi tanggung jawab nasabah sepen
b. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang

timbul sebagai akibat dipcrgunakannya kartu ATM oleh bukan

seluruh

uhnya;

pemegang kartu;

. Bank lidak berlangguny jawdb alas Lidak berfungsinya kartu
ATM dalam pelaksanaan transaksi-trnsaksi keuangan- yang
diperkenankan yang disebabkan suatu hal diluar penguasaan
bank.

d. Untuk masalah kesalahan pendebetan, bank mempunyai data
record dalam mesin ATM yang disimpan dalam bagian
Dispenses Failure (sistem pengeluaran uang tidak sempurna).
Dalam hal uang tidak keluar, tetapi pendebetan saldo terjadi,
bank memberikan penggantian dalam bentuk kredit ke
rekening nasabah bersangkutan sebesar uang yang tidak keluar
tersebut. ;

e. Apabila mesin ATM rusak, bank mempunyai bagia teknologi
yang menangani seluruh Elektronic Banking, dan bagian ATM

Regional mempunyai Record yang ditunjukkan dengan tanda
fisik mengenai tra gt i mesin n——
uang yang tidak | "
Dalam setiap |
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dengan apa yang telah disepakati, terlambat melaksanakan

kewajibannya, atau melakukan perbuatan yang dilarag dalam

perjanjian. Tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian di

pihak yang lain. Kerugian pihak lain ini merupakan tanggung

jawab dari pihak yang tidak melaksanakan prestasinya
tersebut.

Dalam perjanjian pada umumnya, keseimbangan hak dan
kewajiban antara para pihak menjadi perhatian. Kedudukan para
pihak adalah sama dalam menentukan hak dan kewajibannya masing-
masing sehingga posisi tawar pada pihak pun seimbang. Lain halnya
dengan perjanjian baku yang memuat klausul-klausul baku yang telah
dibuat hanya oleh salah satu pihak sehingga pihak yang lain hanya
mempunyai pilihan untuk setuju atau tidak setuju untuk mengikatkan
diri dengan perjanjian tersebut. Demikian pula dengan perjanjian
penggunaan ATM vyang dibuat oleh pihak bank saja. Hak dan
kewajiban para pihak telah ditentukan oleh bank yang dituangkan

dalam formulir permohonan pembukaan rekening dan penggunaan

fasilitas ATM.

8. Pembuktian dalam Perjanjian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalit
atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Hukum
kum Acara. B ngan Hukum

pembuktian merupakan bagian dari Hu
pidana yang mencari kebenaran materil, daly;:; !

formillah yang dicari.”?

9. Pembuktian dalam Perjanjian Peng
penggunaan ATM sudah tidak baru

Namun hingga kini belum ada daﬁ. |

mengenai ATM. Untuk kartuAmje'q,u

g bekti, Hukum pembuktian, nya
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20 Desember 1988. Tidak adanya

i menimbulkan beberapa masalah,

Nomor1251/KMK.013/1998 Tanggal

dasar hukum bag] pengguna ATM in | .
merupakan transaksi yang bersifat

akan alat bukti bagi nasabah

TM hanya menggunakan kartu

terutama dalam hal pembuktian. ATM
Paperless Documentsini sangat minim
penggunanya, karena transaksi melalui A
ATM.

Sedangkan sebagai bukti tulisannya hanya berupa Batance
Statement atau Receipt Paper yang pada kenyataannya hanyalah secarik
kertas kecil berisikan saldo rekening nasabah dan transaksi yang telah
dilakukannya (Debet, Transfer,danlain- lain). Walaupun transaksi melalui
ATM dicatat secara elektronik (Electronic Records) oleh institusi keuangan
atau bank bersangkutan, namun bagi dunia pengadilan dilndonesia saat
ni, ElectronicRecords belum menjadi salah satu alat bukti yang sah.
Keabsahannya masih diragukan karena adanya kemungkinan manipulasi
secara elektronik yang sangat mudah dilakukan, terutama bagi yang ahli

dengan tidak meninggalkan indikasi apapun.

10. Pembuktian  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian
Penggunaan ATM
Pembuktian dalam penggunaan ATM masih menjadi masalah
penting yang masih diperdebatkan. ATM sebagai suatu fasilitas transfer
yang menggunakan teknologi elektronik merupakan salah satu dari sekian

banyak jenis transaksi yang dilakuan secara elektronik, selain misalnya

Phonebanking, E-commerce, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh

sifatnya yang Paperless Document, |w Bl Y perundang-

undangan di Indonesia masih mer
bukti yang sah. Transaksi yang
transaksi yang sama sekali tidak
Receipt Paper yang hanya
jumlah sisa saldo na

sangat minim,

‘N
"If“
! i
N ‘.'.ll
1y TN
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11.  Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Penggunaan
ATM

Konsumen diartikan sebagai seseorang atau suatu perusahaan yang
membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tententu. Konsumen
adalah End User atau pengguna akhir, tanpa mengharuskan konsumen
bertindak sebagai pembeli barang dan atau jasa tersebut.?*

Nasabah bank adalah konsumen jasa perbankan. Artinya bahwa
nasabah bank adalah pihak yang menggunakan produk-produk pelayanan
jasa perbankan. Dengan kedudukannya sebagai konsumen, dimana posisi
antara nasabah dan bank adalah berlawanan, nasabah bank perlu
mendapat perlindungan hukum yang dapat memberikan rasa aman dalam
penggunaan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank, yang dalam hal ini
hertindak sebagai produsen,

Kemajuan teknologi perbankan di Indonesia membawa konsekﬁensi
masalah yang -dialami konsumen perbankan berkisar pada penerapan
teknologi tersebut, termasuk penggunaan ATM, namun kemajuan
teknologi perbankan sepintas hanya memberikan keamanan pada pihak
bank saja.”

Untuk itulah maka nasabah bank sebagai konsumen perbankan
patut dilindungi hak dan kepentingannya.Namun tidak dapat dipungkiri
bahwa tidak jarang nasabah sebagai pihak yangmenggunakan jasa bank

sering diabaikan haknya.

12. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahm 1999 Tel
Perlindungan Konsumen k ‘

Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsume
Didalam UUPK dinyatakan bahwa yang dima
konsumen adalah segala upaya yang menjaﬂ!ig:

2Riyeke Ustadiyanto, FrameworkE-Commerc
yysuf Shofie,Perlindungan Konsumen,Bal

hal. 34-35.
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untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut A, 7.
Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-
asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen

gl & 26
dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia jasa.

Penutup
a. Kesimpulan

Sistem hukum di Indonesia pada saat ini masih mensyaratkan alat
bukti tertulis (Paper Based Document) sebagai alat bukti yang sah.
Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat memungkinkan
adanya transaksi atau perjanjian yang dibuat secara elektronik yang tidak
membutuhkan dokumen-dokumen kertas sebagai bukti
(PaperlessDocument), termasuk transaksi melalui Automatic  Teller
Machines (ATM). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan yang sampai saat ini dijadikan dasar hukum bagi
pembuktian dalam penggunaan ATM, alat bukti yang dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah segala
data yang disimpan dalam alat penyimpan informasi yang bukan kertas
dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian
dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya Compact Disk-
Read Only Memory(CDROM) dan Write Once Read Many (WORM). Dalam

hal ini adalah segala transaksi yang di- record melalui jaringan computer
ATM bank, yaitu dalam bentuk data, Jurn >t dani = N

b. Saran

Saat ini keberadaan
mengenai Electronic Funds Trai ,
kini demikian beragam jenis layan
diperlukan pesatnya pe
diharapkan dapal mengab

hal.62.

Lo O
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ATM, khususnya mengenai pembuktian serta ketentuan hak dan kewajiban
yang jelas bagi masing-masing pihak. Juga mengatur tentang larangan dan
sanksi yang jelas mengenai pencantuman pengalihan tanggung jawab bank

yang menyelenggarakan fasilitas EFTs.
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